
SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 3. TAHUN 2025

TENTANG

CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

a. bahwa cagar budaya sebagai warisan budaya yang
bersifat kebendaan merupalan anugerah Trrhan Yang
Maha Esa memiliki nilai-nilai luhur yang harus
tiiicslarikan B,urra mernperkual pengzrmaian Fancasiia,
meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian
bangsa dan kebanggaan nasional, memperkukuh
persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat;

b. bahwa di wilayah Kabupaten Morowali memiliki benda
cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar
budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya
serta objek yang diduga cagar budaya perlu didaftar,
didata, dan dilestarikan secara tepat sehingga dapat
memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat
dan daerah;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kegiatan
register nasional cagar budaya di kabupaten,
pelindungan hukum dalam kepemilikan dal
pcnguasaem cagar butiaya serLa upaya peiestatriaur cagttr
budaya maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten
Morowali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian
Cagar Budaya Daerah sudah tidak memadai dan tidak
scsuai iagi <iengan perkernbangart pcraruran peruncirurg-
undangan sehingga perlu diganti;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d
perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Cagar
tsu<iaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang
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2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Fcuri"rcrri-lrir,rut KoLupalcr.,. Euui, Ka'uurgaicrr iviuruwieii
dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan
rr-l--- ti-l^-- 11 ,-F^l----
erru<urti- vu\raat6 rvrr!<ur6
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol,
Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia
,n^L,,- onnn tT^-^- 7a ,n^-L^L^- r -.-!.^-^- l\la^^-^

.1.

T\-- -^ - n^-^^r--:-,^- D--^^-^vvrr6.ur r ur ru rsJ u<ur
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MOROWALI
dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Kabupaten (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
i,cmbaran i.iegara Repubiik intioncsia iit-rmtrr 5537i
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 ter,tang Cipta Kerja Menjadi
U-.-..io'r-.g,-Ur r.iar. rg, (L.,rLo-^ o-r r iiv g.r a. Rcy trLiik i., r.i.rr.,toi,.
Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

Pasal 1

Daiam Feraruran Daerah ini yang ciimaksud dengan:
1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat

kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan agar
budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya,
dan kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air
y..-,rg, 1r"ri,r,.iiicsLa-,ii',.o-,. i."ilc, a,.ioa..,rr.y .' it",s.,,.a.,.r"r..iiii.i
nilai penting bag, sejarah, ilmu pengetahuan,
pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui
proses penetapan.

2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/ atau
1- -:1- ',l- ^ --^-- 1-
w<:-l^ vvr 5!t aj\ lI4qPqar1-^-l-

bergerak berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-
bagiannya, atau sisa-sisanya yang merniliki hubungan
erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan
manusia.
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Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang
i-cr LuaL dier i 'ucrr.i., ,j.,'r .i-.r.r Lcrrtia Lualaut tua-rrusia
untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding
dan/atau tidak berdinding dan beratap.
Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang
terbuat dari benda alam dan/ atau benda buatan

;;; il";;; #;;;' ;iil, ""*;#, ;;'i;".J;;
untuk menampung kebutuhan manusia.

5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat
dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya,
ll^--,-^- r\^^^- Er'.,l^"^ A^- /^+^rr q+nrl-+,1f /a^4^?

Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti
kejadian pada masa lalu.

6. Kawasan Cagar Budaya adalah suatu ruangan geografis
yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang
leta-lrn;,a berdeke.tan 4z:t Iztz,-,- nemperlihatLa:r ciri tata.
ruang yang khas.

7. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya
disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur,
dan/ atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai
a.esar Bltdawe

8. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap
Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi
sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.

9. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik
kepada Pemerintah Daerah atau setiap orans untuk
mengelola Cagar Budaya dengal tetap memperhatikan
fungsi sosial kewajiban untuk melestarikannya.

10. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan
dan/ atau pengusaEut Cagar Budaya dari setiap orang
kepada setiap orang lain atau kepada Pemerintah
Daerah.

11. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda,
bangunan, struktur, lokasi, dan/ atau satuan ruang
geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya
kepada Pemerintah Daerah dan selaljutnya
dimasukkan dalam registrasi Cagar Budaya.

12. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya
terhadap benda, bangunan, struktur, situs dan/atau
kawasan Cagar Budaya yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar
Budaya. 18. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk
melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar
Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan ralqrat.

i3. Feiestaria-n aciaiah upaya riinamis untuk
mempertahalkan keberadaan Cagar Budaya dan
nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan
memalfaatkannya.

14. Penyelamatan adalah upaya mencegah dan
,-r.,.".,.-,,r-,r.6,g.11,rr,'gr. Cagar B...ioy .. .i, i it"t .-,o.,it',rr'.,,

kehancuran, atau kemusnahan.
15. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah

Cagar Budaya dari ancaman dan/ atau gangguan.
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16. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar
A(rI1(llSl lrsrl! \,tlBa1-l I)ll(lary€t LCLiIP ICDLctl I.
Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik
Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya dan struktur
Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian
bahan, bentuk tata letak, dan/atau teknik pengerjaan
,.-r.-l- 

- - - - - 
- 

^ - : ^ - - . . ^ : ^ - - - ^qrrlq^ rusuaPla P<!aJl!46 qr1<xrJ 4.

Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai,
informasi dan promosi Cagar Budaya serta
pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi dan
adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan
n66^^- +1r:rr^- D^l^-+^;^-

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya
untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan
rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan
rr.rFlrrrflrf l.r.airlah rlan rnalnria rrancr siqfernafic rrnfrrlr

t7.

18.

19.

20.

memperoleh informasi, data dan keterangan bagt
kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu
pengetahuan dan pengembangan kebudayaan.

21. Pelindungan adalah upaya mencegah dan
menanspnrlanp.i dari kenrsekan. kehancrrran, AtAtt
kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan,
zonasi, Pemeliharaan dan Pemugaran Cagar Budaya.

22. Register Nasional Cagar Budaya yang selanjutnya
disebut Register Nasional adalah daftar resmi kekayaan
budaya bangsa berupa Cagar Budaya vang berada di
Kabupaten.

23. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang
ditujukan untuk menumbuhkan kemba-li nilai-nilai
penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang
baru yang tidak bertentangan dengan prinsip
pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

24. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya
untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan
masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang
tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai
pentingnya atau kerusakan pada bagian yang
mempunyai nilai penting.

25. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs
Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai
dengan kebutuhan.

26. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar
Budaya dan Register Nasional Cagar Budaya
Kabupaten.

27.Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli
pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki
scrtifikar kompeiensi urrtui<, mernberikan rckorrrcnciasi
Penetapan, Pemeringkatal, dan Penghapusan Cagar
Budaya peringkat Kabupaten.

28. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbaltuan,
atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong
ycicsi-a-r ianr C.,g,..'-, E,..,.i."y ." ti..-,. F .,..,r.". i-,riai, Da"roir.

29. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau
bukan uang dari Pemerintah Kabupaten.

30. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok
orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha
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yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
iru i. uur -

31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Kebudayaan.

32. Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
r\\- r.,uua.J a. r.

33. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
34. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali.
35. Bupati adalah Bupati Morowali.
36. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai

l^-----^ D^-^-:-+^L^- L'^L''^^+^- .'^--

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Kabupaten otonom kabupaten.

37. Dinas adalah Dinas Kabupaten yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Ilal-rr rna+an ni t.rir{anr Lahrrr{..,aa-

Pasal 2
Ruang lingkup pengaturan dalam
meliputi:
a. [ug,as cian wewenatng;
b. kriteria Cagar Budaya;
c. Register Nasional;
d. Pelestarian;
e. Tim Ahli Cagar Budaya;
i. irr-"r,'iiLi-i.ianr Krruy"rroooi,
g. pengawasan; dan
h. pendanaan.

Peratural Daerah ln1

BAB II
,f\I IA A C\ 

''\ 
A \I II'T}II'l'1\T A I\I'T

Pasal 3
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelestarian Cagar
Budaya peringkat Kabupaten mempunyai tugas:
^ '-----^^--'t.6- a6r^r--^-^l-^- '{^- -a-^^,,'--; 

,{-l^6

pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dengan
memperhatikan kemampuan dan potensi wilayah
Kabupaten;

b.mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan serta
r.nenin olratlran lza.sriaran dan tanrr<rrrno iarrrqtt alran halz

dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar
Budaya;

c. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat
menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar
Flr rdava'

d. menyelenggarakan penelitiar dan pengembangan Cagar
Budaya;

e. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyaralat;
f. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
g. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan

pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
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h.menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam
l1cauaalrl (la1l ul iaL (lltLtlt! lJtllLlij., Lr4rrts,LuralLr, sLl ur1'Lllr,
situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar
Budaya serta memberikan dukungan terhadap
Kabupaten yang mengalami bencana;

i. melakukan pengawas€rn, pemantauan, dan evaluasi
.^-1- ^ J-- --1 ^^.^.-i^- ---^ -: - - - t---l^--- - I ^-!t-rrr<1uaP PurLor<lr<ur uuuaJa, u<ur

j. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar
Budaya.

Pasal 4
a,,r^.,^T\^l^-

- -l^t--^- ^l-^ -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah
berwenang:
a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
b. men pelestarian Cagar Budaya secara

I irrta s s.pLtnr rl an rvil ar.al-r I{o l'u r no }en'

Dal -^+^J ^ -

A^- I ^+^-- l-^L--J^--^^-. J--

c,
d.
e.
f.
s
h.
i.
j.

k.

l.

m.

n.

menghimpun data Cagar Budaya;
menetapkan peringkat Cagar Budaya;
mengajukan pengusulan peringkat Cagar Budaya;
membuat peraturan pelestarial Cagar Budaya;
rnenwelen srrara kan keria sarn a kelestarian (la sar Bt d aw a'
melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
melakukan pengelolaan Cagar Budaya;
memberikan penghargaan kepada setiap orang yang
telah melakukan pelestarian Cagar Budaya;
memindahkan dan/atau menvimpan Caear Budaya
untuk kepentingan pengamanan;
melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan
kepentingannya menjadi peringkat Kabupaten;
memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya
untuk keamanan: dan
menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses
pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang,
atau musnahnya Cagar Budaya baik seluruh maupun
bagian-bagiannya.

BAB III
KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagran Kesatu
Benda, Bangunan, dan Struktur

rasa-r c
(1) Benda, bangunan, atau strukur dapat diusulkan

sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya,
atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria.

(2) I&iteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima

puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan,

-^.^l:l;'l---lJu!aurur^.!1, e6qrraq, u4r/ 4!qq lauvqq@Jq(!a, qqrr

d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian
bangsa.
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Pasal 6
Ecrrda Cagtu E uliaycr >ci-ragai.ruanra tiiluairsu,.i daiaru Fasai 6
ayat (1) dapat:
a. berupa benda alam dan/atau benda buatan mzrnusia

yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa biota yang
dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau
l--^- -J: r- , - 1- - - .- -, - - - ) ^- -^- ^^:--^Lu.al,ar uur u L, L.r rEr\arr u.\-1r6a.Ir r\-Ja-. or r

b. benda bergerak atau tidak bergerak; dan
c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 7
Et,.l ^..^E' l:- ^'l--,,.{ l^l^'.

Pasal 6 ayat (1) dapat:
a. berunsur tunggal atau banyak;
b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam;

dan/ atau
,- hpl.,{il.i hahas

Pasal 8
Struktur Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) dapat:
e henrnsrrr frrnooal atarr hanwak' rlan I atant
b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dakan Pasal 6 sampai dengan Pasal
9 tiiaiur tiaiam Fcraruraur Bupar"i.

Bagian Kedua
Situs dan Kawasan

Paooi 10
Situs Cagar Budaya harus memenuhi kriteria:
a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar

Budaya, dan/ atau Struktur Cagar Budaya; dan
b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa la1u.

Pasal 11
Kawasan Cagar Budaya harus memenuhi kriteria:
a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang

letalnya berdekatan;
b. berupa ianskap 'ouciaya irasii beniukan rnanusia berusia

paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada

masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada

pr.,scs prur.,riirtrt.rr .,. ,r.,r-,g, ir"-, ok.,i.. l....o,
e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya;

dan
f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti

kegiatan manusia atau endapan fosil.
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Pasal 12
Dgll(ta1, uiltrE,quiarr, srl Lrrlll-tl, rulLi1sr, altlll sar.Ll'.la! r uarrE,
geogralis yang berdasarkan penelitian dinyatakan memiliki
arti khusus bagi masyarakat Kabupaten, tetapi tidak
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
sampai dengan Pasal 12 dapat diusulkan menjadi Cagar

BAE} IV
REGISTER NASIONAL

Et^;^- I/o-^+,,

Umum

Pasal 13
(1) Bupati bertanggung jawab menyelenggarakan Register

Nasional.
(2i Fenyeienggaraarr Register iiasionai ciiiakukan terhaciap

ODCB:
a.yang dimiliki atau yang dikuasai Setiap Orang;
b. hasil penemuan; dan/ atau
c. hasil pencarian.

Pasal 14
Penyelenggaraan Register Nasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 meliputi:

Pendaftaran ODCB;

Penetapan ODCB;
Pencatatan Cagar Budaya;
Pemeringkatan Cagar Budaya;
Penghapusan Cagar Budaya; dan

Bagian Kedua
Penemuan dan Pencarian

D,al.acrqf 1

a
t-

c
d
e
f.
D

(1)

(2i

(3)

Penemuan

Pasal 15
Setiap Orang yang menemukan ODCB wajib melaporkan
temuannya kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
Feiaportrn perrcmuarl ODCts se'uagairnina dtrraksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditemukan.
Setiap Orang yang menemukan ODCB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa
Lcpa,.ia piliak la,r. ..r.rtuk rtrclaitukanr pelapr., a,.

Pasal 16
(1) Laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (1) dapat dilakukan secara Iisan
^+^.. r ^..4-.1: -

(2) Berdasarkan laporan sebagaimala dimaksud pada ayat
(1), Dinas membuat laporan Pencrnuarr ODCB rninimal
memuat:
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identitas pelapor dan/ atau penemu;
[a!rEE,ar Pcrrruruiau,
identitas objek;
tanggal pelaporan; dan
lokasi penemuan.

(1) Selain kepada Dinas, penemuan ODCB dapat
dilaporkan kepada Kepolisian Negara Republik
Indonesia di Kabupaten, Pemerintah Kecamatan,
Pemerintah Kelurahan dan/ atau Pemerintah Desa.

a
U

c
d
e

n

dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berlaku secara
mutatis mutandis bagi pembuatan laporan penemuan
oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia di
Kabupaten, Pemerintah Kecamatal, Pemerintah
Ilelrrral'an AaaIa+ett Pprnprinialr T.\aca sahaoairn.na

dimaksud pada ayat (1).
(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia di Kabupaten,

Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan
dal/atau Pemerintah Desa setelah membuat laporan
sehanaimana dirnaksrrd nede z'wa.t (91 selanirrtnwa
meneruskan kepada Dinas.

(4) Penerusan laporan penemuan ODCB sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
diterimanva laooran.

Pasal 18
(1) Dinas setelah menerima laporan penemuan ODCB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) atau
Pasal 18 avat (3) waiib melakukan pengkaiian terhadap
ODCB yang ditemukan.

(2) Pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
a. identifikasi ODCB;
b. wawancara; dan
c. penyusunan laporan hasil pengkajian.

(3) Ketentuan mengenai isi identilikasi ODCB, wawancara
dan laporan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19
(1) Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ODCB

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Dinas
menyampaikan kembali ODCB kepada penemu untuk
didaftarkan.

(2i Fenyampaian kerubaii ODCts scbagairnana <iimaksuci
pada ayat (1) disertai dengan surat keterangan yang
memuat pernyataan sebagai ODCB atau bukan ODCB.

(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua
1r..i..ir saiu) ir.,-, i L",.jo tcr iritu'6 o.jok io1,,rt,.-,,
penemuan diterima oleh Dinas.
Dalam hal ODCB ditemukan di laut, surat keterangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan
kepada Gubernur.

(4)
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Paragral 2
rcrlLi1lIi11t

n-.^^--.:-- ^^1-^--:-^--ruua64laI<ura
dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Setiap Orang dilarang melakukan pencarian ODCB
peringkat Kabupaten kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 20
(1) Bupati dapat melakukan pencarian ODCB setelah

berkoordinasi dengan Menteri.
--l^P<].!.a. <rJ ar

ICI I nlzaai nannariqn setrarra'ir,nana dirnaL.s"d nada avat

Pasal 21
(l) Izin pencarian ODCB oleh

dimaksud dalam Pasal 2l
berda sarkan lokasi pencarian.

Bupati sebagaimana
ayat (3) diberikan

ODCB
dengan

1

terdiri atas:
a. bin pencarian di darat; dan
b. izin pencarian di air.

Pasal )C
Izin pencarian ODCB di darat sebagaimana dimaksud
da-lam Pasal 22 ayat (2) huruf a diberikan untuk:
a. izin pencarian ODCB di luar Situs Cagar Budaya atau

Kawasan Cagar Budaya; dan
b. lzin pencarian ODCB di dalam Situs Cagar Budaya atau

Kawasan Cagar Budaya peringkat Kabupaten.

Pasal 23
Izin pencarian ODCB di air sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 22 ayat (21 huruf b diberikan untuk pencarian ODCB
<ii sungai, darnau, waciuk, sumur, cian rawa cii wiiayah
Kabupaten.

Pasal 24
Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2l sampai
Fasai 24 ciiarur daizun Feraruran tsupaii.

Bagian Ketiga
Pendaftaran

riascu zJ
(1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB

wajib mendaftarkan kepada Bupati kota tanpa dipungut
biaya.

(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
l---.. 

-^-l-^--:l-^- 
1-.-^^

ual,ar Iav111v

melakukan Pendaftaran.
^uPaua Pur<;l^ rorr

(3) Bupati mendaftarkan ODCB peringkat Kabupaten yang
Dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui
pemiliknya.
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(ii
(2t

Pasal 26
tsupai-i wirjil u.,'ciaksalai,t a-,r Fcutiafiar arr ODCts.
Pelaksanaan PendaJtaran ODCB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 27
,1r tr^-l^4.^--- .\n/\D -^r-^--i-^-^ l:--l----J -.1-1^* rr^-^'l
( r, r ur.luoiLan ai ou u46<r1raralrq

27 dilakukan dengan mengisi formulir secara manual
dan/ atau elektronik.

(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal
memuat:

r\nraEr.

b. lokasi ODCB;

c. identitas pendaftar;
d. riwayat Kepemilikan ODCB; dan
e. uraian singkat ODCB.

(3i Fcndaitaral ODCts sebagaimana ciirnaksu<i pada ayar (i)
harus disertai dengan:
a. fotokopi identitas diri pendaftar;
b. data ODCB;
c. dokumen pendukung; dan
u. \-ru\-rJ Jrllil (latP4L LuLJawil-

Pasal 28
Setelah Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 dinyatakan lengkap, Dinas memberikan tanda
1-- -l .: D^- "J^t ^-^.. l^t^_ :^..-l-^uarort Jqr15^d --t:-- ,^-t-^.

H<u!I6 r..lIva!
(satu) hari ke{a.

Pasal 29
(1) Dinas setelah memberikan tanda bukti Pendaftaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melakukan:
a. veriirkasi ODCts;
b. dokumentasi ODCB; dan
c. penyusunan deskripsi ODCB.

(2) Verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi
ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (l) selesai
(rlratr1(rAcur lrini,'rrr Jdrl6r,a wdtl!Lu PdurrB, tr-rBd.
puluh) hari kerja terhitung sejak pemberian tanda bukti
Pendaftaran.

Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumentasi, dan
penJrusun€rn deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3O ayat (21 dinyatakan benar dan memenuhi syarat,
Dinas menyerahkan dokumen PendaJtaran ODCB kepada
'T\;m A Ll; r\^d^r Elrrr -!'-,r*+'r'l- zl:l6l^11-^6 ^^--l-^ii^ -

(1) Setiap Orang
ODCB.

Pasal 3 I
dapat berpartisipasi dalam Pendaftaran
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(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. llttlll Lrcl l-l1'aLtl lllurrvasl ilLaau uiJr ulrEilr l!cPaua Pcruuu1'

dan/atau yang menguasai ODCB untuk melakukan
Pendaftaran;

b. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat
ODCB;

d. melakukan pengawasan terhadap proses Pendaftaran.

Setiap Orang
sebagaimana
Keral IaSlai:U I Uala \JUUIf .

Ketentuan lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32
yang berpartisipasi dalam Pendaftaran

dim:ts^rIl dalam Pasal 32 wajib menjaga

Pasal 33
mengenai Pendaftaran diatur

Bagian Keempat
Pengkajian

Pasal 34
Pengkajian ODCB yang berada di wilayah Kabupaten
dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 35
(1) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal

34 dilakukan dengan cara:

(2t

a. iticntiirkasi;
b. klasifikasi; dan
c. penilaian kriteria ODCB.
Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk menentukan:
a.. sia.ius scb.g,a'. C.g,a-, B...loy o a'ua.r Lrrlta.r Ca6or

Budaya; dal
b. peringkat Cagar Budaya.

(3) Dalam melakukan Pengkajian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu

Pasal 36
(1) Berdasarkan hasil Pengkajian sebagaimala dimalsud

dalam Pasal 35, Tim Ahli Cagar Budaya mengeluarkan:
c. rekc=rendnsi Penetapx s+.atus ODCB neni:di Cag::

Budaya; dan
b. rekomendasi peringkat Cagar Budaya.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada Bupati untuk Penetapan status Cagar
Rrrdorra davr ncrranfrrqn nerinolraf (reoqr RrTdorra

Pasal 37
Dalam hal berdasarkan hasil pengkajian oleh Tim Ahli
Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
ditemrrkan ODCR yAnZ rnemiliki arti khrrstts heot
masyarakat atau bangsa Indonesia tetapi tidak memenuhi
kriteria Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya
mengeluarkan rekomendasi Penetapan status dan/atau
peringkat kepada Bupati.
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Bagian Kelima
r crls LiaPalr, r surtrl lrrB,rt.i1Li1-11, udLr r cl.tutlLalLalJ.l

Pasal 38
(1) Berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Bupati
- 

-- -.--l--- *^-t^): 7\^-^- n,-.J^--^ l--luuuu Lal,A<u! va64 uquqJ q qqar

menentukan Cagar Budaya peringkat Kabupaten
melalui keputusan.

(21 Dalam hal ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan benda, struktur, bangunan, atau lokasi
,,^-- ..^-:^,.1: t-^;-- ,i^; a:+-,- rr^^^- Et,r,l^r

Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan, Bupati
mengubah keputusan Penetapan status Situs Cagar
Budaya atau Kawasan Cagar Budaya peringkat
Kabupaten berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar
BuCa5,a.

Pasal 39
Cagar Budaya peringkat Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 apabila memenuhi syarat:
a sehaqai Cesar Rrrdawa y^ng dirrtamakan rrnfrrk

dile starikan dalam wilayah Kabupaten;
b. mewakili masa gaya yang khas;
c. tingkat keterancamannya tinggi;
d. jenisnya sedikit; dan/ atau
e. jumlahnya terbatas.

Pasal 40
(1) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 minimal
memuat nama dan alamat Cagar Budava.

(2) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
lampiran yang memuat:
a. identitas Cagar Budaya;
b. deskripsi Cagar Budaya;
c. kriteria Cagar Budaya; dan
d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar

Budaya.
(3) Identitas Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 huruf a minimal memuat batas, koordinat, peta,
dan/atau foto.

(4) Deskripsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (21huruf b minimal memuat ukuran, bentuk,
bahan, dan warna.

rasit_t + r
Keputusan Bupati tentang peringkat Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 minimal memuat:
a. nama Cagar Budaya;
b. alamat atau lokasi Cagar Budaya;

. l_r€1]rrB(ill- \-aEar .D uucuil, ua,-rr

d nama pemilik dan/ atau yang menguasai Cagar Budaya
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Pasal 42
(i) Daiaru iroi p-, irrgi.rli Cagar D tetiarya pcri,r.iiuLair, Euyaii

dapat melakukan perubahan berupa:
a. kenaikan peringkat; atau
b. koreksi peringkat.

(2) Perubahan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat

a. hasil evaluasi Tim Ahli Cagar Budaya; atau
b. usulan Bupati dal rekomendasi Tim Ahli Cagar

Budaya.

f)^--l A.)

(1) Bupati menyampaikan Penetapan status Cagar Budaya
dan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ke dalam Register Nasional untuk
dilakukan Pencatatan.

rcl Pen.?-t3-t3-l Cag:: Buda;'a se!13.93-inan3- rt-ir:r:.hsud pa.d-a

ayat (1) dilakukan untuk memperoleh nomor Register
Nasional dari Menteri.

(3) Untuk memperoleh nomor Register Nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Bupati
melamnirkan Kenrrfrrsan Rrrnati tFntanrr Penetanan
status Cagar Budaya dal Keputusan Bupati tentang
peringkat Cagar Budaya.

Pasal 44
(1) Setelah Cagar Budava tercatat dalam Register Nasional

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bupati
menerbitkan:
a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti

vang sah.
(2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disampaikan kepada pemilik Cagar Budaya dalam
jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ke{a
terhitung sejak diterbitkan.

(3) Surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat
diubah sesuai dengan Pengalihan Kepemilikan Cagar
Budaya.

(4) Dalam hal terdapat Pengalihan Kepemilikan Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati
menerbitkan surat keterangan Kepemilikan Cagar
Budaya yang baru.

(5) Selain menyampaikan surat keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Bupati menyerahkan juga
salinan Keputusan Bupati tentang Peringkat Cagar
tsudaya.

Bagran Keenam
Penghapusan

Pasal 45
( i) E,..1roi"i .ioy."i .r.r"rrg,ro,rii,.o,., F .rg,ir..1r.'.o,r.,.. Cog,a. E..lloyo

kepada Menteri.
(2) Dalam hal Penghapusa-n Caga-r Budaya telah dilakukan

oleh Menteri, Keputusan Bupati tentang Peringkat Cagar
Budaya tidak berlaku.
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Pasal 46
(ii Eupai"i urcuiltiair,ieurj uii Fcugiral.rusanr Cagan Eudaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dengan
menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Cagar Budaya.

(2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud
/1 r n--.--t: -- --- --L-:Ll-^ --.

Pala aJaL ( 1r, uu}Jau
a. surat keterangan mengenai Pencabutan surat

keterangan status Cagar Budaya; dan
b. surat keterangan mengenai Pencabutan surat

keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.
I?l (f,,-^+ 1.^+^-^--^- -^L^-^;-^-^ ,{:-^1.d'r,l -^,.1^ ^..^+ ,ol

diberikan kepada pemilik dan/atau yang menguasai
Cagar Budaya yang sudah dicabut statusnya.

1I f'ooar ELrdavo
Pasal 47

va"r.r slafr rshrra rAlah ,.l.ihanrrs A-;

Register Nasional dapat didaftarkan kembali apabila:
a. Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali; atau
b. terdapat kesalahan pada hasil kajian atau Penelitian

terdahulu.
(2\ Pendaftaran kernhali danqt diairrkan oleh llrrnafi afarr

Setiap Orang yang memiliki dan/ atau menguasai Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pendaftaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasai 26 samoai denean
Pasal 28.

Bagian Ketujuh
Pengalihan Kepemilikan

rasi:U '+O
Cagar Budaya di Kabupaten yang
Register Nasional yang dimiliki oleh
dialihkan Kepemilikannya.

telah dicatat da-lam
Setiap Orang dapat

r asilt '1,
(1) Penga-lihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimala

dimaksud dalam Pasal 47 dapat diberikan kepada:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah;
^ -^-----^l-^r'l--.1--- ^A^+. ^+^--

d. Setiap Orang.
(2) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara
diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan,
.tii,.^l .li-cr+.i a,-.i l^- /^+^rr -a6a+^-^n ^+^rr -rrlirca-
pengadilan.

(3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilalsanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5O
(1) Penga-lihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan setela-h
mendapatkan izin dari Bupati kecuali Pengalihan
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Kepemilikan Cagar Budaya melalui penetapan atau
Ptl L Lrsiaanr PgllEraulraalr.

(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib dilengkapi dengan surat keterangan status Cagar
Budaya dan surat keterangan Kepemilikan Cagar
Budaya.

Pasal 51
(1) Bupati melakukal verifrkasi administratif terhadap

permohonan izin Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

I.)t D^-.t^ ^^-I-^- L^^;L,a;fiI-^-: --L--^;-^-^
pada ayat (1), Bupati menerbitkan izin Pengalihan
Kepemilikan dalam jangka waktu paling lama L4 (empat
belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin
diterima.

/?l T-'lalam hzrl hardaearlzafi ha<il r/Fr"ifft're; salrarrai-.--

(1)

(21

dimaksud pada ayat (1) permohonaa izin Pengalihan
Kepemilikan ditolak, Bupati memberikan alasan
penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada
pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
helasl hari keria
diterima.

f erhifr rnq seiak nerrnohnnan 1711\

Pasal 52
Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5O wajib dilaporkan oleh pemilik baru Cagar
tsudaya kcpatia tsupali.
Laporan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya
sebagaimala dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
surat izin Pengalihan, surat keterangan status Caga_r
Budaya, dan surat keterangan Kepemilikan Cagar
8..'.iay a.

(3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
pemilik baru Cagar Budaya juga harus melampirkan:
a. surat keterangan ahli waris untuk Cagar Budaya yang

diwariskan;
1- ^. ---+ I,Ur r1J a!44r rlauarr - --.- -1, /---^- D..J^-.^ -,qiil ui\ vaigiii if iiqiiJa J ang

dihibahkan;
c. surat perjanjian tukar menukar untuk Cagar Budaya

yang ditukarkan;
d. surat pernyataan dari pemberi hadiah untuk Cagar

e. surat pedanjian jual beli untuk Cagar Budaya yang
dijual; atau

f. surat berita acara pemberian ganti kerugian untuk
yang diganti rugi.

/4.1 Dalarn ho'l Dcnoalihqrr I{enarnililrat Caoqr Eh rri qrzq

melalui penetapan atau putusan pengadilan, laporan
Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan dengan melampirkan :

a. surat keterangan status Cagar Budaya;
h srrrat keteransan Kenemilikan a.er:ar Bttdava dan
c. salinan penetapan atau putusan pengadilan.



(5) Bupati berdasarkan

-r7-

laporan Pengalihan sebagaimana
Ltlrllal1'Stllt PaLra aJAL (r' rrl.Er-rrlruir.ls'ri{ !,r Lr ucrrB,iarr

menerbitkan surat keterangan perubahan status
Kepemilikan Cagar Budaya dan perubahan narna
pemilik Cagar Budaya dalam Register Nasional dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung
__:^1- 

- 
^_ --:- n--- --1:r- ---sLJa-A rrlr-rlLrlrrla raPU! anr r Lrl.6aruro.al.

BAB V
PELESTARIAN

DaBri.rr r\csatu
Umum

(1)

{21

(s)

Pasal 53
Pelestarian Cagar Budaya peringkat Kabupaten meliputi
Pelindungan, Pengembargan dan Pemanfaatan Cagar
tsutiaya tii dir.ra r ciaur tii air.
Bupati bertanggung jawab dalam Pelestarian Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Setiap Orang dapat berperan serta melakukan
Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada
oy o'. (i i.

Bagian Kedua
Pelindungan

Umum

(1)
Pasal 54

Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (1) bertujuan untuk
rnempertairanka-n kci-reratiaannya tiari arlcarnan
kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang
disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan
manusia.

(2) Bupati dan/ atau Setiap Orang wajib melindungi Cagar
B r.rtlay a J inrts dirir.iili .iar./ ola.. ..lil.uooa.irry a.

(3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan
Pelindungan Cagar Budaya yang bukan dimiliki
dan/atau dikuasainya.

(4) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimalsud

terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 55
Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimalsud dalam
Pasal 53 berupa:
a. Fenyeiarnatan;
b. Pengamanan;
c. sistem Zonasi;
d. Pemeliharaan; dan
e. Pemugaran.
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Paragraf 2
rctIvclir llritLir ll

Pasal 56
(1) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54 huruf a dilakukan oleh:
^ T_r. -- ^ t:, )-- l^L---a. UqP.,.LL, \ratr/ 4r<ru

b. Setiap Orang.
(2) Penyelamatan Cagar Budaya sebagairnana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan untuk :

a. mencegah kerusakan karena faktor manusia
,l^-,1^+^.' ^1^'. "^-- '.--^^l-:L^+l-^- l.--''l-^l.-.'^

keaslian dan nilai nilai yang menyertainya; dan
b. mencegah pemindahan dan beralihnya kepemilikan

dan/ atau penguasaan Cagar Budaya yang
bertentangan dengan ketentual peraturan
per'-'"nC. e:r g-und =l gan.

(3) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan
biasa.

(4) Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
nada awat Il I hrrnrf a r{ilaksanakan oleh Dinas

(1)

(2t

Pasal 57
Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 dilakukan dalam:
a. keatiaan biasa; dan
b. keadaan darurat.
Keadaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kondisi yang berpotensi mengancam

5:1.:,d"i Caear B1dar1.
lJ, Acilu.(anr \liar \ni1l n(- uctBctlrrrdi la ltlrlliarlstlll Pdual iaJdl t,

huruf b merupakan kondisi yang mengancam
kelestarial Cagar Budaya.

Pasal 58
/1t t)^---^l^.*-+^- /r^-^- Er-,1^-.^ )^1^- l-^-l^-- l^:^-^ l^-srqar vq6qr

dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya yang
terdapat di darat dan di air.

(2) Penyelamatan Cagar Budaya di darat sebagaimana
,.1i6^1,-,!, nar{a o'ar ,1r ,{il^l-,lz^- A^^d^^ ^^-^.

pemindahal;
penyimpanan;
pendokumentasian; dal/ atau
membangun pelindung.

/?l Ppnrrelarrafan (-aoar Rrrrlorra .li setraoa ir.n arr a

a.
b.
c.
d.

4

dimaksud pada ayat (1) dilakukar dengan cara:
a. pengangkatan;
b. pemindahan;
c. penyimpanan; dan/atau
d nendoln rmenta sinn
Ketentuan lebih lebih lanjut mengenai Penyelamatan
Cagar Budaya di darat dan di air sebagairnana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam
Peraturan Bupati.
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Paragraf 3
r c I rB,all llalr rELr t

Pasal 59
(1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 54 huruf b dilakukan untuk menjaga dan
-^---^--l^ 4---:-J:---^ l-^l-il^--^- l---.--^t-^-rurJoqa!ry a avrrI<ur6<u1,

kehancuran, atau kemusnahan.
(2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberi
pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkan pada

manusia.

(1)

{2t

t.r,

Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya
tidak mampu melakukan Pengamanan, unit organisasi
pada Dinas dapat memberikan bantuan berupa juru
pelihara dan/ atau polisi khusus.

Pasal 62
(1) Dalam hal kegiatan menyimpan dan/atau

menempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
ayat (21 menyebabkan terjadinya pemindahan dan/ atau
penisah:-n C:-ga-r Buda-1,l., pe:r:iliL Ca.ga-r B1da,3'?- ?.t3.1'-

yang menguasainya harus mengajukan izin pemindahan
dan/atau pemisahan kepada Bupati.

(2) Bupati melalui Dinas melakukan verifikasi terhadap
pengajuan permohonan izrrr pemindahan dan/atau
nemisahan seheqaimane dimaksr,d n,acla ewat (11

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lampiran permohonan
izin dan tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dalam Peraturan
Bupati.

Pasal 63
(1) Dinas melakukan pembinaan dan/atau pemantauan

terhadap Pengamanan Cagar Budaya.
(2) Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar

Budaya tidak melakukan Pengamalan sesuai standar
Pengamanan Cagar Budaya, Dinas dapat mengambil
alih Pengamalan dengal pendanaal ditanggung oleh
pemilik dan/ atau yang menguasainya.

Pasal 60
Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58
dilakukan oleh pemilik dan/ atau yang menguasai Cagar
tsudaya dengern pendanaan tiiranggung oieh pemiiik
dan / atau yang menguasainya.
Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilakukan oleh juru pelihara
dan/ atau polisi khusus yang diangkat oleh Bupati.
Kci-crr'ur,rtur i"irii. ia.uj,,ri- rucrrB,.;rr.n 1r"iaio..r..raa.u
Pengamanan oleh juru pelihara dan polisi khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 64
(ii Sctiap Orau6 tiiiur arrg ur-ur'uaw.. Caga, Bu.iayi. itc iuu,

wilayah Kabupaten kecuali dengan izin Bupati.
(21 lzn sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diberikan untuk kepentingan:
a. Penelitian;
L ---_--: 1-^1---.t----^-- l^- r^r^..,r. Pt (,r!1\,s1 llvlJulral aorr,
c. pameran.

(1)

(2t

(3)

Pasal 65
Izin untuk membawa Cagar Budaya ke luar wilayah
Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat
( 1i disampaikan meiaiui pcrmohonarn 'tzirt kepada
Bupati.
Bupati melalui Dinas melakukan verilikasi terhadap
permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan
yc,' .rr.lr.r-,,r-,, ,orr, .iorr. i.ia uur a ,... iil'..oi sc'uag,airrrtlra
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (21 diatur dalam
Peraturan Bupati.

cr:-!^-.7^--^^:

Pasal 66
Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 54 huruf c dilakukan dengan menetapkan batas
l-61"^-^- 'l-- D----f^^+^- -!^6- --l-l'.; 

-;-+-- 7^---:

berdasarkan hasil kajian.

Pasal 67
(1) Sistem Zonasi sebagaimana dimalsud dalam Pasal 65

dapat terdiri atas:
,rona uru;
zona penyangga;
zona Pengembangan; dan/atau
zona penunjang.

(21 Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
l!ru uP4lrilr a1! ci1 r crrlr(l rlrrBaar r Lrl-ilruil Lrrr!ull. rucl!a6aa
bagian terpenting dari Situs Cagar Budaya dan/atau
Kawasal Cagar Budaya.

(31 7-ona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan area yang melindungt ZonaTnti.

lA\ 'z^-^ r_l---^-r-^---^- ^^l-^-^:-^-^ l:-^r-^..1 -^)^ ^--^.\ 1' @LL4 1 u1r5v{ru<Lr6.!a rvva6(ua!.xr yqq4 eJ@r
(1) huruf c merupakan area y€rng diperuntukkan bagi
Pengembangan potensi Cagar Budaya.

(51 Zona penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
huruf d merupakan area yzrng diperuntukkan bagi

a.
b.
c.
d.

-6-a'--^+^- -^---^ l-- 6a-rr6;^-, 6af+^
b evr!E

untuk mendukung kegiatan komersial dan rekreasi
umum.

Pasal 68
( 1 I Sisfarn Tnrrasi celra<rair-rtqrta dirna}'srrr{ A.alqryt Pa<a1 66

ditetapkan setelah dilakukan pengkajian.
(2) Bupati wajib rnelakukan pengkajian terhadap ruang

Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya.

Paragraf 4
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(3) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud
Pi1Ltia ar.J aL (rr, .DLrPraLr

a. kementerian/lembaga terkait; dan
b. alademisi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistim Zonasi diatur
dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pemeliharaan

,,,^.:: l^
Pasal 69
r.:=elihcra

dimiliki dan/ atau dikuasainya.
(2) Bupati bertanggung jawab memelihara Cagar Budaya

yang dimiliki dan / atau dikuasainya.

Pasa.! 70
(1) Biaya Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 68 dibebankan kepada pemilik
dan/atau Setiap Orang yang menguasai.

(2) Pemilik dan/ atau Setiap Orang yang menguasai Cagar
Rr:rlawa wqno tidak rrqrmlrrl rnernhiawai Petneliharaan
sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dapat mengajukan
permohonan bantuan Pemeliharaan kepada Bupati,
disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari
pejabat yang berwenang.

(31 Ketentuan lebih laniut mensenai tata cara oengajuan
permohonan bantuan Pemeliharaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pemugaran

Pasal 71
Pemugaran dilakukan oleh:
a. Bupati; dan/ atau
b. Setiap Orang.

Pasal 72
Pemugaran oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 huruf a dilakukan setelah berkoordinasi dengan
Menteri.

Pasal 73
(1) Pemugaran oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 70 huruf b dapat dilakukan setelah
mendapatkan izin Bupati.
T_r^ -- ^l- ^- ^-

sebagaimana dimalsud pada ayat (1) minimal memuat:
a. identitas pemohon;
b. identitas Bangunan Cagar Budaya dan/ atau

Struktur Cagar Budaya yang akan dipugar; dan
^ r,,-l-+,, 6a1^1,-^6^-- Da'-rr^^r^n

(3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
dilampiri dengan:
a. fotokopi Keputusan Bupati tentang Penetapal Cagar

Budaya yang dilegalisir;
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b. fotokopi surat keterangan
E,,r.i.,y ., y.,rrg tiiicg,,riisir ,

Kepemilikan Cagar

dokumen studi kelayakan untuk dapat dipugar;
dokumen rencana studi teknis dan rencana
Pemugaran;
dokumen informasi Tenaga Ahli Pelestarian yang

surat keterangan pendanaan.

Pasal 74
(1) Bupati melalui Dinas melakukan verifikasi terhadap

permohonan izin Pemugaran sebagaimana dimaksud
qalarrt rasiu / z.

c
d

e

f.

(21

(3)

Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip
keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta
.riiai-r-.iloi y,r-,r6 -,r."iri..,i piericL Co.g,a., BuJayo tia-,,
masyarakat.
Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati menerbitkan izin Pemugaran
Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lama 14
t^--^t 1-^l--l l- ^ -.: r-^-.:^ .^-r^:.-.-- ^^:^1- -^--^l-^-^- :-:-
tu!r!t,e! vercs, u.aa A!aJ4 .errurqtrS suJ.:lA P!!I.l,ar(,rlar @,1
diterima.

(4) Daiam hal
dimaksud
ditolak,

berdasarkan hasil verilikasi sebagaimana
pada ayat (1) permohonan izin Pemugaran
Bupati memberikan penjelasan

-a-^t ^ t-^-n6f+;r-lr^-,^6

alasan

pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin
diterima.

Pa.sa.l 75
Bupati sebelum memberikan izin Pemugaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 72 memperoleh kajian teknis dari
unit organisasi pada Kementerian.

Pasal 75
Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Cagar Budaya
didampingi oleh unit organisasi pada Dinas.

(1)

QI

Pasal77
Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau
Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:
a. praPemugaran;
b. Pemugaran; dan
c. pascaPemugaran.
Ketentuan mengenai Pemuqaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 78
(1) Bupati dapat memberikan bantuan kepada Setiap Orang

yang melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya
cian7 alau Siruklur Cagar tsutiaya tierrgan cara
pengajuarl permohonan.

(2) Barrtuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
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a. dana; dan/atau
L. iirsiiilas.

(3) Ketentuan mengenai pemberian bantuan dana
sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

suva64arldrd--L

dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan
Bupati.

Bagian Ketiga
D-- ^--1-^- ^^-

Paragraf I
Umum

Pa:aJ 79
(1) Bupati dan/ atau Setiap Orang dapat melakukan

Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimalsud
dalam Pasal 52 ayat (1).

(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
rne'lakrrkan Penqernhanrrarr a,agar Rrrr{ava sefelah
memperoleh izin pemilik dan/ atau yang menguasai
Cagar Budaya.

(3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah
memperoleh:
a. izin Bupati; dan
b. izin pemilik dan/ atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 8O
Pengembangan Cagar Budava sebagaimana
dalam Pasal 78 dilalrukan melalui kegiatan:
a. Penelitian;
b. Revitalisasi; dan
c. Adaptasi.

dimaksud

(1)

(2t

(3)

(4)

Pasal 81
Penelitian sebagaimala dimaksud dalam Pasal 79 huruf
a bertujuan untuk menghimpun informasi serta
rrrengungkap, meurpcrciaiarn, daur menjeiaskan niiai niiai
budaya.
Penelitiar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapatkan izin Penelitian dari Bupati.
Izin Penelitian sebagairnana dimaksud pada ayat (2)
da1lat di1.,cioiei. irer.laoal' koir si-ira.t pcr uruiruriiur Diiyati.
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dengan melampirkan:
a. fotokopi identitas pemohon;
b. proposal Penelitian;

Gui:at pcini-ataan
laporan Penelitian
Penelitian;

_-.---^-^Lt-^-rrl.{, er <urt\<!r
dan mempublikasikan hasil

Paragraf 2
Penelitial
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d. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai
viaBar Duuir"J t1, uEul
fotokopi dokumen perjanjian kerja
lembaga pendidikan atau lembaga
bidang arkeologi jika Penelitian
metode ekskavasi.

dikecualikan dalam hal Bupati merupakan pemilik
dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

sama dengan
Penelitial di
menggunakan

dimaksud

ayat (l)

rlan nilai-

Pasal 82
/l t Etrr-^+i 

--l^l-,.'1.^- 
,,-;{:I-^-; +--L^,1^- ---^^i,,^-

permohonan izin Penelitian sebagaimana
dalam Pasal 80.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada
dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.. prirs ip Learn::ra:r, Leter:-....'ata.l, kea,slian,

nilai yang melekat pada Cagar Budaya; dan
b. kemanfaatan hasil Penelitian bagi Pengembangan

Cagar Budaya.
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (21
rlilakrrkan tlenqan melihatkan Tenasa Ahli Pelestarian

Pasal 83
Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 81, Bupati mengeluarkan izin Penelitian
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
kerja terhitung se-iak oermohonan izin diterima.
Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 permohonan izin Penelitian
ditolak, Bupati wajib memberitahukan alasan
penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada
pemohon dalam ialeka waktu paling lama 14 (empat
belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin
diterima.
Izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Penelitian:
a. tidak sesuai dengan tujuan Penelitian; dan/atau
b. rrerryebabkeur Cagatr Butiaya rusak, hiiang, ,i'atr f atau

musnah baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

(s)

(1)

(21

(3)

(1)

(2t

Paragraf 3
Revitalisasi

Fasar o+
Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79
huruf b dilakukan terhadap Situs Cagar Budaya dan
Kawasan Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan
yang berupa:
o. rrr"rroia k"^rrLoli ir,lrgsr r cianrg,
b. menumbuhkan kembali nilai budaya; dan
c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.
Dalam melakukan Revitalisasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar
D...J^--^ L^--^ T)^-,:.^l: -- ^: ) -.:

Bupati.
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(3) Permohonan izin Revitalisasi sebagaimana
Paua aJaL tz, ursanrrPanl1'i{r.r lllrritlul sur aL Pcl lrr.ullurranr
dengan melampirkan:
a. fotokopi identitas pemohon;
b. gambaran umum Situs Cagar Budaya atau Kawasan

Cagar Budaya;

dimaksud

pengaJuan
dimaksud

pLr srruJ Lranr PLrurlrIl' \rarr/ a!a.u Ja.rr6 ur\-rr5qaJ.1r
Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar
Budaya bagi pemohon yang bukan pemilik dan/ atau
yang menguasai;

d. dokumen rencana kegiatan Revitalisasi;
^ L^^:l t.^::^- l^i,r^-^-^ A1^l; D^1^^+^-:^-. r^-

f. fotokopi persetujuan bangunan gedung jika
Revitalisasi dilakukan dengan membangun dan
penambahan bangunan.

Docal 9(

(1) Bupati melakukan verilikasi terhadap
perrnohonan izin Revitalisasi sebagaimana
dalam Pasal 83.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada
rlilakr rkqn den rran rnernnertirntra rt okan'

ayat (1)

a. prinsip keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-
nilai yang melekat pada Situs Cagar Budaya dan
Kawasan Cagar Budaya; dan

b. kemanfaatan untuk meningkatkan kualitas hidup
masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal
di Kabupaten.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan melibatkan unit organisasi pada
Kementerian.

Pasal 86
(1) Berdasarkan hasil verilikasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 84, Bupati mengeluarkan izin Revitalisasi
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
keria terhituns seiak permohonan bin diterima.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil verihkasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 permohonan izin Revitalisasi
ditolak, Bupati wajib memberitahukan alasan penolakan
beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon
dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.

Paragral 4
Adaptasi

rasan o /
(1) Adaptasi sebagaimala dimaksud dalam Pasal 79 huruf

c dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya atau
Struktur Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan
yang berupa:
i1. urcruPcr LcLrlaLltllaul ltttEu-ruial J i1t1B urErEriiaL,
b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
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c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
d. urcurpcr ia-iranrkal 6ay a cusiicki-ur, ir,urrstr uir,si asii,

dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
Dalam melakukan Adaptasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar
Budaya harus mendapatkan izin Adaptasi.

la\ t/ -L ---., - ^-(u, rrr LUrr!q<Lr

(2t

luurr6urral PUr Euldr

dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan
berlaku secara mutatis mutandis terhadap
perizinan Adaptasi.

Pasal 85
ketentuan

1

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pernanfaofan dirnaLsr rd

dalam Pasal 52 ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan upaya Pelestarian Cagar Budaya dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(2) Pemanfaatan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan
Cagar Rrrdawa hanrs sesrrai denrran Tnnasi herdasarkan
pemb"gran z.on.a yang telah ditetapkan.

(3) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk
kepentingan:
a. agama;
b. sosial:
c. pendidikan;
d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
e. kebudayaan; dan
f. pariwisata.

(1) Bupati memfasilitasi'i"ri"ii"",r, dan promosi cagar
Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.

(2) Fasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

Pasal 88
carrar Etrrdar/a QFha.'^il-Yi^no

----_o-___-__'

a.
b.
c.
d.

- ---t-^-:--- t-t- t\^ -- ^-t- ^L ^ - -yr-rul.,\.rraI
dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
dukungan dana; dan/atau
pelatihan.

(3) Setiap Orang dapat memperoleh fasilitasi Pemanfaatan
rr^-^- D,,l^.,^ ^^t-^^^:-^-^ .{:*^l-^,,,{ -^.il^ ^.,-+ /ol

t/quu uJq! \-r
dengan mengajukan perrnohonan fasilitasi atau
Pemanfaatan kepada Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara fasilitasi
Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya sebagaimana
rlimalzsrrr{ narlo arra+ ,11 .{ia+rrr rlolarn Dprahrral1 Ehrr.rafi

BAB VI
TIM AHLI CAGAR BUDAYA

Pasal 9O

Tim Ahli Cagar Budaya bertugas:
a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
b. melakukan klasi-fikasi atas jenis ODCB;
c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
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d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
c. lrcr cir.uurcu,.iasikzur Fcugiraprusanr Cagar Butlay a.

Pasal 91
(1) Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah gasal.
(2) Tim Ahli Cagar Budaya minimal berjumlah 5 (lima)

oiaiig.
(3) Susunan Tim AhIi Cagar Budaya terdiri atas:

a. seorang ketua merangkap anggota;
b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
c. anggota.

tA\ .Irii- Al^l; 11^,^- D,,,1^.,^ li+^+^-'l-^- A^^-^- l/^-,,+,,-^-

Bupati.
(5) Ketentuan mengenai persyaratan pengangkatan dan

pemberhentian Tim Ahli Cagar Budaya diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 92
Masa jabatan Tim Ahli Cagar Budaya selama 3 (tiga) tahun
dan dapat diangkat kembali.

Pasal Qi
(1) Pemerintah Daerah yang belum memiliki Tim Ahli

Cagar Budaya atau belum memiliki jumlah Tim Ahli
Cagar Budaya secara lengkap sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (2) dapat mengajukan perbantuan
keoada:
a. Pemerintah Daerah Provinsi;
b. Pemerintah Daerah kabupaten/kota lain dalam

Provinsi; dan/ atau
c. Direktorat Jenderal.

(2) Perbantuan sebasaimana dimaksud pada avat f 1l dapat
diberikan sesuai dengan jumlah anggota Tim Ahli Cagar
Budaya.

(3) Perbantuan Tim Ahli Cagar Budaya dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat
diperpaniang kembali paling banyak 1 (satu) kali.

(4) Anggota Tim Ahli Cagar Budaya yang diperbantukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

Pasal 94
(1) Setiap anggota Tim Ahli Cagar Budaya hanya dapat

memiliki paling banyak 2 (dua) keputusal yang berlaku
sebagai Tim Ahli Cagar Budaya.

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk keputusan sebagai anggota Tim Ahli Cagar
Budaya yang diperbantukan.

(3) Keputusan sebagai anggota Tim Ahli Cagar Budaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan
sesuai dengan masa berlakunya.
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BAB VII
11! r)frl\ I l.r lJl1l! t\tJMrIi]l lJ.ttll

Pasal 95
(1) Bupati dapat memberikan Insentif kepada pemilik

dan/ atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah
* ^t ^1- -t--.- rr^ti- J-.-- --- /.\^ -^ - t)-- l^---r u1uruuuS<rrr va6ar squa.J cr.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:
a. fasilitas perpajakan berupa pengurangan Pajak Bumi

dan Bangunan;
t- ^,{,,^'t-^-:.
c. perbantuan; atau
d. bentuk lain bersifat nondana berupa tanda

penghargaan.
(3) Insentif dalam bentuk fasilitas perpajakan sebagaimana

rtirnaL.crrrt narla avar I?l hrrnrf a dilalsarre'Lan cacrrei
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(4) Insentif berupa advokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf b diberikan melalui:
a nendarnninoan h:rkrrm'
b. pembelaan hukum; dan/ atau
c. nasehat hukum.

(5) Insentif berupa perbaltuan sebagaimana dimalsud
pada ayat (2) huruf c terdiri atas bantuan:
a. tenaga teknis: atau
b. tenaga ahli.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan
dan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 huruf b sampai dengan huruf d diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 96
(1) Bupati dapat memberikan Kompensasi kepada:

a. Setiap Orang yang memiliki dan/ atau menguasai
Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya
meiinciungi Cagar Buciaya; aiau

b. Setiap Oralg yang menemukan benda, bangunan,
struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar
Budaya.

(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
'uvr up..
a. uang; dan/ atau
b. bukan uang, berupa tanda penghargaan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan
dan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud
-^l- -,-^] r'11 l:^!--- l^1-- D^-^r---^- D.--^!:

ta, uralur

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 97
Bupati bertanggung jawab terhadap pengawasan
penyelenggaraan Register Nasional dan Pelestarian Cagar
Budaya peringkat Kabupaten.
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Pasal 98

Bupati melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat
yang melakukan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara:
a. monitoring; dan
b. evaluasi

Pasal 99

(1)

(2t

Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan
Pelestarian Cagar Budaya.
Pengawasan oleh masyarakat dalam Pelestarian Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakar dengan cara:
a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya; b.

mencegah terj adinya pelanggaral ;

1-r. ursulirria irriurrnasi kcpada irrsLzu.rsi aiau piirak
terkait;

c. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar
Budaya; dan/ atau

d. melaporkan te{adinya pelanggaran.

Pasal 1OO

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan
penyelenggaraan Register Nasional dan Pelestarian Cagar
Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai
dengan Pasal 98 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDANAAN

rasal lur

Pendalaan Penyelenggaraan Register Nasional Cagar
Budaya lingkup Pemerintah Daerah bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Pasa-l 102

(1) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya dan/atau ODCB
menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah
Daerah, dan masyarakat.

(2) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya peringkat
Kabupaten bersumber dari:
a. Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten;
i.l. irasii Fcrua-uiaai-anr Cagzu Butiayzt; r-izur7 ai,au
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundangan-
undangan.
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(1) Selain Pejabat

PEI{YIDIKAN

Pasal 103

Penyidik Kepolisian Negara Republik
Trr{nzrasia pacoq'ai ]\Taoa Sinil Tar"tar-r+rr ri.i linclz-rrrrrran-._ ____D_-*__D*__

Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung
jawabnya di bidang Cagar Budaya diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk membantu Pejabat
Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
setraqairnana dirnqksrrri dalqrn Kiiqtr I Tndarr o-I Indqrr o
Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berwenang:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti

keteransan atau lanoran berkenaan densan tindak
pidana di bidang Cagar Budaya;

b. meneliti, mencErri, dan mengumpulkan keteralgal
mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana di bidane Caqar Budava:

c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang Cagar Budaya;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Cagar
Budaya;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang Cagar Budaya;

g. men)'Lrruh berhenti dan/atau melarzrng seseor€rng
meninggalkan ruangErn atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang beriangsung dan memeriksa
identitas orang dan/ atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseor€rng yang berkaital dengan tindak
pidana di bidang Cagar Budaya;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya
cian diperiksa se'uagai rersarrgka arau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk

kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan
y, ur,,tia,,g- u,,rlanrgan,.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik
Indonesia.
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(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana
dimarsuo paoa ayal l2l memenuKan tinoaxan
penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
pada ayat (l) menyampaikan hasil penyidikan kepada
Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

BAB xI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 1O4

t-r, DcLrd.P urd.rr6 JdrrS urgranrBBan rcu €Lrr6cLrr urcr.Lr\(rrrcll-r

pencarian ODCB tanpa izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasa.l 21 ayat (3), dipidana dengan pidana
penjara dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Setiap orang yang melanggar larangan membawa Cagar
Budaya ke luar wilayah Kabupaten tanpa izin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (U,
dipidana dengan pidana penjara dan/atau denda sesuai
kci.crriuarr pcr ai.ur anr trrcr urrdarrg- urrciarrgarr.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21 adalah kejahatan.

BAI} XII
KT''It]N'I'UAN PTJN U'I'UP

Pasal 1O.5

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
t)d\-r art r\a,r-rLrPdLt-rr rvrl,rrJw€lrr rrvrn\Jl -t l atlrlttt zv_f-r tcrr!€ur6
Pelestarian Cagar Budaya Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Morowali Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0193)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 106

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan
Kabupaten ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
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Pasal 107

Peraturan Daerah
diundangkan.

ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orzrng mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada rarrggai bJaflu^a 2o2-,

q. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB
Diundangkan di Bungku
pada tanggal b.Jan$ari ?iL{

Ili SE'LI?F'TAI?IS nAE pAIf LARI IPATE'N l\iInPn\l/AT T

ABD WAHID HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2O,' NOMOR 03

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MOROWALI PROVINSI SUI"AWESI TENGAH: t1Z, t0 / nz4

sesuai ricrrgarr asiiuya
BAGIAN HUKUM

DAERAH KABUPATEN MOROWALI

ttd

* sr'.htrt'l
D

o

(.
/-

, S.H.,M.H
Tkt r, rvlb

9420602 200604 l 005
\
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PENJELASAN
fl l ..I\)

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR ATAHUN 2025

TENTANG

CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Cagar Budaya merupakan warisan budaya yang bersifat
kebendaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Cagar Budaya
memiliki nilai-nilai luhur sehingga harus dilestarikan guna
memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup,
memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional,
memperkukuh persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Di dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undarg-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa
Negara dalam hal ini Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab
untuk memajukan kebudayaan dengan cara menjamin kebebasan
masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai
budayanya.

Kabupaten memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar
Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya. dan Kawasan
Cagar Budaya serta objek lainya yang diduga merupakan Cagar
Budaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya menegaskan bahwa Cagar Budaya adalah Benda Cagar
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs
Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya yang memiliki nilai
penting bagi sejarah perkembangan manusia, kebudayaan, ilmu
pengetahuan, pendidikan, dan agErma dalam kehidupal
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu harus
didaftar, didata, dilestarikan, dan dikelola secara tepat supaya dapat
memberi manfaat sebesar besarnya bagi bangsa dan negara Indonesia.

Dalam konteks otonomi daerah maka Pemerintah Daerah memiliki
tanggung jawab dalam melalukan pendaftaran, pendataan, dan
pelestarian serta mengelola Cagar Budaya secara tepat dimaksud
sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagr masyarakat
dan nernhanrn rnan Kahrrnafen

Di Kabupaten sejak tanggak 27 Agustus 2014 telah berlaku
Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pelestarian Cagar Budaya Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Morowali Tahun 2014 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah
Ka'uuyai.crr iviur uwaii i'iuruur Oi93i. Fsr ai-ur arr Dacrair irri urcrrgai-ur 46
pasal tentang kriteria Cagar Budaya, tugas dalr wewenang Pemerintah
Daerah, pemilikan dan penguasaan, penemutrn dan pencarian,
registrasi Cagar Budaya, Pelestarian, penyimpanan dan perawatan
Benda Cagar Budaya di Museum, peran serta masyaralat, pendanaan
ovrl'aP\-llru]lrrctorrP!ll\.\,r

penarnaan dan materi muatan Peraturan Daerah menunjukkan
bahwa materi yang diatur sudah tidak memadai lagi dan sudah tidak
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 lentang
Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Oleh karena itu,

n--^}',-^- r-\^ --^L
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Kabupaten Morowali tentang Cagar Budaya merupakan kebijakan
t\aauuPilLctr JanlB urctrB,alLll sicuarrr irr lllcllliauiar ui r rcr.rB,LaP uli,"lcrl Lc.l ltirtt!
Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Adapun lingkup
pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:
1. tugas dan wewenang;
2. kriteria Cagar Budaya;
.i rr - -j -r-- nr--:---1-

4. Pelestarian;
5. Tim Ahli Cagar Budaya;
6. Insentitif dan Kompensasi;
7. pengawasan; dan
o -^-,.1^-^^-

Selain pengaturan tersebut, Peraturan Daerah juga memuat ketentuan
pidana yang dikenakan pada Setiap orang yang melanggar larangan
melakukan pencarian ODCB tanpa izin, dan Setiap orang yang
melanggar larangan membawa Cagar Budaya ke luar wilayah
f,abupaten ranpa izin.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasa-l 1

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

PasaI

Pasal

Pasal

\-ur(up Jeras,

2
Cukup jelas.

3
Cukup ielas.

4
Cukup jelas.

5
Cukup jelas.

6
Cukup jelas.

7
Cukup jelas.

8
Huruf a

Yang dimaksud dengan "berunsur tunggal" adatah
bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak
mungkin dipisahkan dari kesatuannya.
Yarrts ciirnaksuti tiengan '-i:erunsur banyak- a<iaiah
bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan
dapat dipisahkan dari kesatuannya.

Hurufb
Yang dimaksud dengan "menyatu dengan formasi alam"
d(lcuattl Jll LrAL(lr. JcurB uru!ld,t tlr d.tas dLd\r P4ud
formasi alam lain, baik seluruh
bangunan strukturnya.

rT----a ^

Cukup jelas.
Pasal 9

Hurufa

maupun bangunan-
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Lihat penjelasan Pasal 8 huruf a.
NLII LII U

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 1l
Cukup jelas.

Lihat penjelasan Pasal 8 huruf a.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cuirup jcias.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup ielas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 2 I
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas diri pendafta-r"
adalah kartu tanda penduduk atau paspor yang
masih berlaku, baik bagi Setiap Orang yang
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memiliki dan/atau menguasai ODCB maupun
waal Eia rrcB4r ir. i1)urB,.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "data ODCB" adalah data
yang memuat nama atau jenis, bentuk, ukuran,
warna, tempat atau lokasi, pemilik atau yang
- -- --^ -^:.^-.^ r'r^-^-a^^.^- J^- -^--------ruvrl6ua'Jarral Plrr55qrrada.

Huruf c
Yang dimaksud dengan 'dokumen pendukungl
adalah dokumen yang berupa rekaman suara,
gambar, foto, film, teks, atau bentuk lain yang
+6i1-^:+ '1--^^- ^l-:-l- D--l^f+^-^- A^^ I ^+^,,sv..bl+'

informasi lain yang diperlukan.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (l)

Huruf a
rr.,1-.-:^!^-v *B!, Jvee.

Hurufb
Yang dimaksud dengan
antara lain berupa foto,
gambar.

lJ:rrrrf n

Yang dimaksud dengan "deskripsi" adalah tindakan
menguraikan kondisi objek Pendaftaran secara
verbal dan lengkap.

Ayat (2)
Crrkrrn iplas

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

"dokumentasi ODCB'
peta, video, dan/atau
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

PasaI

Pasal 50

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

4l
Cukup jcia.s.

42
Cukup jelas.

43
Cukup ielas.

44
Cukup jelas.

45
Cukup jelas.

46
Cukup jelas.

47
Cukup jelas.

48
Cukup jelas.

49
Cukup jelas.

Cukup jelas.

51
Cukup jelas.

52
Cukup jelas.

53
Cukup jelas.

54
Cukup jelas.

55
Cukup jelas.

56
Cuirup jcias.

57
Cukup jelas.

58
Cukup ielas.

59
Ayat (l)

Cukup jelas.
Ayat (2)

rr,.l-.5:al^-

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan"
adalah Peraturan Menteri tentang juru pelihara dan polisi
Lhr r sr !s

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup ielas.
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Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

PasaI

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

62
C uku;, jcia.s.

63
Cukup jelas.

64
Cukup ielas.

65
Cukup jelas.

66
Cukup jelas.

67
Cukup jelas.

68
Cukup jelas.

69
Cukup jelas.

70
Cukup jelas.

7t
Cukup jelas.

72
Cukup jelas.

73
Cukup jelas.

74
Lihat penjelasan Pasal 59 ayat (3).

75
Cukup jelas.

76
Cukup jelas.

77
Cukup jcias.

7A
Cukup jelas.

79
Cukup ielas.

80
Cukup jelas.

R1

Cukup jelas.

a2
Cukup jelas.

83
Cukup jelas.

84
Cukup jelas.

85



Pasal

Pasal

PaSaI

Pasal

Pasal

PasaI

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal
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Cukup jelas.

86
Cukup jelas.

a7
Cukup jelas.

6A
Cukup jelas.

89
Cukup jelas.

90
Cukup jelas.

9t
Hurufa

Cukup jelas.

Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan "Direktorat Jenderal"
direktur jenderal pada Kementerian
rnatr,,a'k r.crr.;ralzaa I lrrrsan Darnorinf ahan .ti

adalah
yang

hiA ano
kebudayaan, yang mempunyai tugas menyelenggaralan
perumus.rn dan pelaksanaan kebijakan di bidang
kebudayaan.

92
Cui<-up jeias.

93
Cukup jelas.

94
Cukup ielas.

95
Cukup jelas.

96
Cukup jelas.

97
Cukup jelas.

98
Cukup jelas.

99
Cukup jelas.

100
Cukup Jelas.

101
Cukup jelas.

to2
Cukup jciia.s.

103
Cukup jelas.

104
Cukup ielas.
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Pasal 105
C uir.r1, j"i.,s.

Pasal lO6
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup ielas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR 036-'


